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<hl align="center">ABSTRAK</h1><p>Skripsi ini meninjau hak yang dimiliki oleh investor asing untuk
berperkara melalui arbitrase ICSID melawan negara yang telah memberikan pernyataan pengunduran dari
Konvensi Washington, berdasarkan ketentuan pada Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington. Pasal 71 dan 72
Konvensi Washington mengatur hak dan kewajiban negara terkait pemberitahuan pengunduran dari
Konvensi Washington dan hak investor beperkara melawan negara yang memberikan pernyataan keluar dari
Konvensi Washington. Meskipun negara memiliki hak untuk keluar dari Konvensi Washington, hal tersebut
tidak menghentikan gugatan investor asing setelah pemberitahuan pengunduran tersebut diberikan. Hal ini
disebabkan oleh ambiguitas Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington terkait hak investor untuk berperkara
melawan negara yang memberikan pemberitahuan pengunduran Konvensi Washington. Skripsi ini
menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk meninjau penerapan ketentuan Pasal 71 dan 72 Konvensi
Washington terkait hak investor berperkara melawan negara yang memberikan pernyataan pengunduran dari
Konvensi Washington dalam kasus <em>Venoklim v. Venezuela, Blue Bank International v. Venezuela,
Separate Opinion </em>Arbiter Christer Soderlund, <em>Blue Bank International v. Venezuela, </em>dan
<em>Fabricav. Venezuela. </em>Hak investor tersebut akan dilhat berdasarkan interpretasi Pasal 71 dan 72
Konvensi Washington, dampak pemberitahuan pengunduran dari Konvensi Washington terhadap
persetujuan negara terhadap arbitrase ICSID, maupun dokumen-dokumen penunjang dalam pembentukan
Konvensi Washington. Berdasarkan pandangan yang terdapat pada empat hal tersebut, persetujuan negara
dibutuhkan untuk memberikan investor hak berperkara melawan negara yang telah memberikan pernyataan
pengunduran dari Konvensi Washington. Akan tetapi, interpretasi Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington
terkait persetujuan tersebut berbeda-beda.</p><p> </p><hr /><hl
align="center">ABSTRACT</h1><p><em>This thesis provides an overview of Foreign Investorsrightsto
arbitration against States that have denounced the Washington Convention based on Article 71 and 72 of the
Washington Convention. Article 71 and 72 of the Washington Convention governs the rights and obligations
of States concerning denunciation of the Washington Convention and investors rightsto ICSID arbitration
against States that have denounced the Washington Convention. Although States have the right to denounce
the Washington Convention at any time, this does not stop investors from litigating against States that have
denounced the Washington Convention. Thisis due to the ambiguity of Article 71 and 72 of the Washington
Convention concerning the scope of rights that investors have to arbitration against such States. The Thesis
employs ajuridical-normative methodol ogy to analyze the implementation of the rights of investorsto
arbitrate against States that have denounced the Washington Convention based on Article 71 and 72 of the
Washington Convention in the cases of Venoklim v. Venezuela, Blue Bank International v. Venezuela, the
Separate Opinion of Christer Soderlund in Blue Bank International v. Venezuela, and Fabricav. Venezuela.
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Such investorsrights are seen from an interpretation of Article 71 and 72 of the Washington Convention, the
effects of denunciation towards the States consent to arbitrate, and other supporting documents and articles
of the Washington Convention. Based on the four abovementioned arbitral tribunals and arbitrators opinion,
the consent of the state is necessary to an investors rights to initiate arbitration against a denouncing State.
However, the interpretation concerning Article 71 and 72 concerning such consent, and the definition of
State consent to ICSID arbitration is differently interpreted from one another.</em></p>



